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NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA UJIAN, MAGANG DAN PENGANGKATAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara
Ujian, Magang dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

2.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5893);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 21);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA
CARA UJIAN, MAGANG, DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun.

Tempat Kedudukan adalah letak kantor PPAT di
kabupaten/kota.

Calon PPAT adalah Warga Negara Indonesia yang telah
memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian dan
pengangkatan PPAT.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri
adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata

ruang.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB II
TATA CARA UJIAN PPAT

Pasal 2

Ujian PPAT diselenggarakan oleh Kementerian.

Penyelenggaraan wujian PPAT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ujian
PPAT.

Panitia Pelaksana Ujian PPAT sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Persyaratan administrasi untuk mengikuti ujian PPAT,

meliputi:

a. fotokopi e-KTP/KTP;

b. pas photo berwarna dengan ukuran 4x6, sebanyak 4
(empat) lembar;

c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan
penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita
acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi
calon peserta ujian yang sudah menjabat sebagai
Notaris;

d. fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan fotokopi ijazah
Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister
Kenotariatan  yang  dilegalisir oleh  Rektor/
Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik, atau
fotokopi ijazah Strata Satu dan Program Pendidikan
Khusus PPAT  yang diselenggarakan oleh
Kementerian yang dilegalisir oleh Ketua Program
Pendidikan Khusus; dan

e. surat pernyataan bahwa dokumen yang

disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan

data yang tidak benar hasil ujian dapat dibatalkan.

Dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang.
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Pasal 4

Tahapan penyelenggaraan ujian PPAT, meliputi:

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

pengumuman pendaftaran ujian;
pendaftaran ujian;
seleksi administrasi; dan

ujian.

Pasal 5
Pengumuman pendaftaran ujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh Panitia
Pelaksana Ujian PPAT melalui website Kementerian.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang memuat:
a. syarat pendaftaran ujian;
b. tatacara pendaftaran ujian; dan

c. jadwal pendaftaran ujian.

Pasal 6

Pendaftaran ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b, dilakukan secara online melalui website
Kementerian.

Pendaftaran ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Calon peserta ujian PPAT yang telah melakukan
pendaftaran ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengirimkan dokumen fisik persyaratan administrasi
dan bukti pendaftaran ujian kepada Panitia Pelaksana

Ujian PPAT.

Pasal 7
Panitia pelaksana wujian PPAT melakukan seleksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c, dengan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran
terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1).



